
PEMERIRTAH KABUPATEN BO-' ) 
Sc& 

PERATURAlf BUPATI BOJOWEGORO 
IIOMOR 9 TABUJI 2013 

TDTAIIG 

WU•MASI PADA AKADBIII KBBIDAIIAII 
PBMCR.-TAB KAJIUPATBII BOJOIIIIGORO 

DBIIGAII R4BM4T TtlllA1I YAIIG M4D4 BSA 

BUPAn BOJOIIBGORO, 

Menimbang : a. bahwa penerapan Pola PengeJolaan Keuangan Badan 
~ Umum Daerah (PPK-BWO) pada SKPO bertujuan 
untuk mcn.ingkatkan lrualit.as pelayanan kepada 
masyarakat guna mewujudkan tugii.s-tuf,llll Pemerintab 
Daerah dalam memajukan keaejahteraan umum dan 
meneerdaskan kebidupan bangsa; 

b. bahwa Unit Pclaksana Tekois Dines Kesehatao Akademi 
Kebida.nan Pemerintah Kabupa.ten Bojonegoro merupakao 
salah satu Unit Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bojonegoro yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkao 
Keputusao Bupati Bojooegoro Nomor 
188/314/KEP/412.11/2012 tentang ~tapan Penerapan 
Pola Pengclolaao Keuaogan Badan Layanan Umum Daerah 
Secara Penuh Pada Unit Pe1aksana Telmis Dinas Akadcmi 
Kebidanan Pemerintab Kabupa.teo Bojonegoro; 

c. bahwa Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 
2007 teotaog ~ Telmis Pengelolaan PPK-B1.UD 
mengi,manatkan pelaksanaan sistem Remunerasi pada 
PPK-BLUD penuh; 

d. bahwa berdasarl<an pertimbaog;m sebag;umana dimaksud 
dalam huruf a. bu:ruf b, dan buruf c, pcTlu menetapkao 
Peraturan Bupati tentang Remunerasi Akademi Kebidanan 
Pemerintah Kabupa.ten Bojonegoro; 

1. Undang-Undaog Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukao Daerah-Daerah Kabupateo/Kota Dalam 
Linglrungi,.n Provinsi Jawa Timur (Diumumkao taoggal 8 
Agustus 1950); 

2. Undang-Undaog Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaogan 
Nepra (Lembarao Nepra Republik Indonesia Tahun 2003, 
Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
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3. Undang--Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Na.siona1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4286); 

4. Undang--Undang NomoT I Tahun 2004 tentang 
PtabeudahaJllan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuang;an 
Negara (Lembaran Negara Repubb"k Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Repubhlc Indonesia 
Nomor4400); 

6. Undang--Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan l'ffllbangunan Na;Qonal (Lemboran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Nepra Rcpublik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent:ang 
l'leme. intahan Daerah (Lembaran Neg,ara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaga.imana telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang--Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Nepra Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan 
l'lemerintaban Daerah (Lembaran NegaJ""d Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahlU'I Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang Pela.yanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesebatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 
144, Tambahan Lembaran Neg;ua Republik Indonesia 
Nomor5063); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang--Undangan {Lembaran 
NCflllra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambaban Lembaran Neg;ira Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran 
Neg/Im Republik Indonesia 1'.thun 2005 Nomor 48, 
Tambaban Lembaran Neg/Im Republik Indonesia Nomor 
4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Ncgi,ra Republik 
lndone3ia Tahuo 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Neg/Im Republik Indonesia Nomor 4578); 
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14. Peratu.ran Pemerinrah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
l'l=doman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Neg,ara Republik Indonesia Tabun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Neg,ara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerinrah Nomor 58 Tahun. 2005 tentang 
Peogelolaan Keuangao Oaerab (Lembarao Negara Republik 
lndOMSia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Leinbarao 
Nepra Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengpraan 
l'l!meriotahan Daerah (Lembarao Negara Republik 
lndoneaia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahao Lembarao 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturao Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Dosen 

18. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 1'ahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
aebagaimana telah diubah yang kedua kallnya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 

19. Peraturao Menteri ICeuaogan Nomor : 07 /PMK02/2006 
tentang Persyaratan Administrasi. DaJam Rangka 
Pengususulan dan Penetapan Sstuan Kerja lnstaosi 
Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Peogelolaao Keuangan 
Badan La,yanan Umum; 

20. Peraturan Menteri Keuangll!l Nomor : 08/PMK.02/2006 
tentang Kewenaogan Pengadaan Baraog/Jasa Pada Sadan 
Layanan Umum; 

21- Peraturan Menteri Keuangan N0lllOI" : 09/PMK02/2006 
tentang 'J>embentukan Dewan Pcoga,.'88 Pada Sadan 
Layaoan Umum; 

22. Peraturao Menteri ICeuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 
tentang Pedomao Penetapan Remunerasi Bagi Pcjabat 
Pengelola. Dewan Penpwas dan Pcgawai Sadan l..ayanan 
Umum; 

23. Peratumn Menteri Keuaogan Nomor : 123.J/PMK.02/2006 
tentang Standar Pclayanan Minimum Sadan lnvestasi 
Pemerintab; 

24_ Peraturan Menteri DaJarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

25_ Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 53 Tabun 20 ll 
t£ntang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

26_ Keputusan Menteri Kesehatao Nomor : HK.03.01/1/U/4/ 
01563/2011 tentang Perpanjangan lzin Penyelenwraan 
Pendidikan Akademi Kcbidanan Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro Provinsi Jawa Timur; 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan ""'"...,.angan Pcmcrintaban 
Kabupaten Bojonegoro (Lcmharan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tabun 2008 Nomor 2) 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pokol<-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro; 

29. Peraturan Daerab Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 
2008 tentang Orgllniaasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 
Bojonegoro ..,.hagaimana telab diubab yang kedua kalinya 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojooegoro Nomor 8 
Tahun2011; 

30. Peratu.ran Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tabun 2009 tentang 
Tugu Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro 
aebagilimana telah diubab yaog kedua kalinya dengan 
Pleraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012; 

31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tabun 2009 
tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana 
Teknis Sadan Kabupaten Bojonegoro seb<\gaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor6 Tahun 2012; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI AKADEMI 
KEBIDANAN PEMERlNTAH KABUPATEN BOJONEOORO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa.sal 1 

Dalam Peraturan Bupati ioi yang dimaksud dengan : 

1. Daerab adalab Kabupaten Bojonegoro. 

2. ltmeti.atab Daerah adalab Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 

4. Akademi Kebidanan Pemerintab Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya 
disebut Akbid Pemkab adalah Unit Pelaksana Tel.mis Dioas 
KesebatanPemerintab Kabupaten Bojonegoro. 

5. Direktur adalah Direktur Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro. 

6 . Badan Layanan Umum Oaerab yaog selanjutnya disingkat BWD adalah 
Sab1an Kaja Perangkat Daerab di Lingkung;an Pemerintah Daetah yang 
mcneraplam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 
dibentuk untuk membenl<:an pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungao, dan da1am melaku.kan kegiatanoya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. 
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7. Remuneraai adalab imbalan kerja yang dapat bcrupa pji, tunjanpn tetap, 
honorarium, inaentif, bonua alas prestruii, peaangon, dan / a tau pension . 

8. Pejabat Peng,elola BU.JD adalab Direktur,Pembantu Direktur, Pejabat 
Keuangim dan Pejabat Teknis pada Akbid yang bcrtanggung jawab pada 
kinerja operaaiooal 

9. Dewan l'enga11,'IUI BWD aelanjutnya diaebut Dewan Peng;awas adalah organ 
yang bertupa melakukan penpwasan terhadap pengelolaan BWD Akbid 
Pemkab. 

10. Sekretaria Dewan Penpwas adalah pcrangkat Akbid Pemlcab yang 
membantu kelancaran tups-tugas Dewan Pengawas dan tidak termasuk 
angota Dewan Penp.was. 

11. Sablan Penp,."88 Internal aelanjutnya disingkat SPI adalah perangkat 
Akbid Pemkab yang bertuf!ll-8 melakulcan penpwasan dan pengendalian 
internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja 
pelayana.o, kN•anpn dan pengarub ling)rungan -'81 !lekitamya dalrun 
me:nyele:ngarakan bi8llis sebat. 

12. Pepwai Akbid Pemkab adaJah seluruh pegawai baik yang berstatus sebagai 
Pepwai Neg,eri Sipil (PNS) maupun Non PNS yang bertug;as di Akbid 
Pernkab 

13. Honorarium adalab imbalan finansial yang diberikan kepada Pcjabat 
Peng,eJola BUJD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Satuan 
Pengawaa Internal, dan pel!llwai Akbid Pemkab. 

14. Penyusunan soaJ adalab l<egiatan menyusun soaJ Ujiru, Tengah Semester 
(UTS) dan Ujian Akbir Semester (UAS). 

15. Koreksi adalab kegiatan memeriksa jawaban Ujian Tengah Semester (UTS) 
dan Ujian Akhir Semester. 

16. Pengkayaan adalab kegiatan peningkatan pengctabuan dan ketrampilan 
mabaaiswa dalam penulisan Karya Tulis Dmiab (KTI). 

17. Mrngajar adalab proses penyampaian materi mata kuJiah oleh dosen 
kcpada mabasi<N/8 yang dilakulcan di ruang kclas dan/ atau laboratorium. 

18. Doaen adalab pendidik profesionaJ di Akbid Pemkabyang melaksanankan 
pendidikan, penelitian dan penpbdian masyarakat. 

19. Pembimbing ajian adalab doeen Akbid Pemkab yang melaksanakan upaya 
peningkatan kemampuan mabasiswa tentang materi uj ian praktek 
kebidanan. 

20. Pembimbing Karya Tulis Omiah (K11) adalah d09Cn Akbid Pcmkab yang 
membirnhing mahasiswa melaksanakan penelilian dan menyusun Karya 
Tulis Dmiab. 

21. Pembimbing p<esentasi praklek adaJah d09CD Akbid Pemkab yang 
membimbing mahasiswa preaentasi asubao kebidao,.n (askeb) praktek 
k1inik. 

22. Penguji ujian praklel< adaJab doaen Akbid ~kab yang melaksanakan 
ttjian praktek kebidanan dan rnenilai mabasiswa dalruo trjian praktek 
kebidaoan . 

23. Penguji p<~ K11 adalab doaen Akbid ~kab yang rnenguji dan menilai 
pi~ penelitian yang diajukan mahaaiswa. 

24. Penguji K11 adalab doeen Akbid Pemkab yang menguji dan menilai Japoran 
pmelitian mabasi$Wa yang disusun daJam bentuk Karya Tulis Dmiab. 
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25. lnstruktur Jc,,,bidaoan komuoitas edelab doaen Akbid ~b yang 
me1aksaoakao pembimbiogao praktek kebidanao komuoitas. 

26. Pmgawas Ujiao edalah dosen Akbid .Pemkab yang mcog.awasi pelaksanaao 
Ujian Teog;,h Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS). 

Xl. Wali kelas adalah dosen Akbid Pemkab yang meJaksanakan pcngcloJaan 
kelaa clan meroantAU kemajuan prestasi roahesi8"'u yang menjadi 
taoggungjawahoya. 

28. Pegawai Non l'NS adalab pegawai Akbid Pemkab yang bukan herstatus 
sebapi PNS dao dipekerjaan deng.an perjanjian kontrak deng.an Dircktur. 

BAB JJ 
ASAS DAN TUJUAN REMUNERASJ 

Pasal 2 

Aaaa remuneraai adaJah "'!beglli berikut 
1. Propoi:siooalitaa, yaitu pertimbangao hesamya aset yang dikeJoJa Akbid 

J>cmkah: 
2. Kesetaraan, yaitu memperhatikan remunemsi .iostitusi pendidikan yang 

aejenia; 
3. Kepe.tutao, yaitu menyesuaikan kemampuao pendapatan Akbid Pemkab. 

PasaIJ 

Tujuao penerapan si.stem remunerasi adalah untulc 
I. Meomgka•lrao mutu pelayanan untuk membangun citra peJayanan publik 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat; 
2 . Meniogkatkao kincrja keuangao dan kinerja pelayanao Akbid Pemkab; 
3. Meningkadtan kesejahteraao aeluruh pega,...,; Akbid Pemkab; 
4. Meniogkatkan motivaai dao disipJio kerja dalam mewujudkan pelayaoan 

pendidikan Jceaeharan yang benoutu dan memua.skan sesuai profesi dan 
tug.as pokok masiog-masing; 

5. Terwujudnya akuntabilitaa pubJik dalam peogelolaan keuang;m daerah 
yang beraumbe:r dari BWD; 

6. Menirlgkatoya iodeka kepuasan ma.syarakat teThadap mutu dan akses 
pelayaoan pendidikan keaehatao keaehatan; 

7 . Berjalannya fungai pembioaao dan pengenda)ian manajemen pengelolaan 
BWD. 

BABlU 
DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN BESARAN REMUNERASl 

Pasal 4 

Duar pertimbang.an peoetapao besaran remuneraai adalah sebagai herikut: 
l. Taoggungjawab; 
2. Pro(eai<Mlslisme; 

3. Kererampilan, ilmu pengetahuan, dao perilaku; 



4 . Jabatan yang disandang; 
5 . ~ lrerja; dan 
6.Kinerja. 
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Pasal 5 

(11 Rcmuneraai Ptjabat Keuangan dan Pejabat Tcknis ditetapkan paling banyak 
scbeaar 90% (scmbtlan puluh scperSCJatual dari remunerasi Direktur. 

(21 Besarnya honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagiu berikut : 
a. Honorarium Ketua paling banyak sebesar 40 % (empat puluh 

scpereeratual dari gaji Oirektur; 
b . Honorarium anggota Dewan Pengawaa paling banyak sebesar 36 % (tig;i 

puluh enam aepe,aeratus) dari gaji Direktur; 
c. Honorarium eeketaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15 % 

(lima belaa aeperseratual dari g;iji Direktur. 
(31 Beaamya honorarium perangkat Satuan Pengawas Internal ditetapkan 

scbapi berikut: 
a. Hooomriwn Ketua SPJ peling banyak sebesar 20% (dua puluh 

aepeiaeaatusl dari gi,.ji Direl<ttu; 
b. Honorarium anggota SPI paling banyak sebesar I 5% (lima belaa 

sepen,eratua) dari gaji Dire)stur, 
c. Honorarium Sckretaris SP! paling banyak aebcsar I 0% (scpuluh 

aepeiaeiatual dari gaji Direktur. 

(4) Bagi Pejabat l'algelola dan peg,awai Akbid Pemkab yang berstatus PNS, gaji 
pokok dan tunjangan me11gikuti Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaJru aerta dape.t diberikan tambahan pengbasilan scsuai remunerasi 
yang ditetapkan oleb Bupati 

(5) Pejabat Pengelola. Dewan Peng;,.was dan Sekretaris Dewan Peng;,."'-as yang 
chl>erhcntikan scmentara dari jabatannya, han)'-a memperoleh penghasilan 
aebe r 50% (lima puluh sepe1scratus) dari remunerasi/honorarium bulan 
terakbir yang berlaku aejak tanggal diberbentikan sampai dengan 
ditetapkannya Keputuaan definitif tentangjabatan yang bersangkutan. 

(6) Bagi Pejabat Paigelola berstatus PNS sebag;,.imana dimakaud dalam ayat (I l 
yang chbcrhentikan sementara dari jabatannya. hanya memperoleh 
pengbasilan aebeaar 50% (lima puluh seperscratus) dari remunerasi bulan 
terakhir di Akbid Pemkab sejak tanggal diberhentikan a tau sebesar gaji PNS 
bcrdaaarkan Keputusan pangkat terakhir. 

BABIV 

PENERIMA DAN BESARAN REMUNE RASJ 

Pasal6 

(1) Penerima remuncmsi adalab Pejabat Pengelola BWD, Dewan Pengawas, 
Sckretaria Dewan Peng;,.was. Satuan l'alg;iwaa Internal, dan peg;,.,.'lli Akbid 
Pemkab. 

(21 Beaaran remunerasi aeperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagjim tidal< tel'pisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BABV 
HAKDAN KEWAJIBAN 

Pasa17 

(1) Dewan Penge.waa mempunyai kcwajiban sebagai berikut 
a. Membenlcan pendapat dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas 

Kesebat'lll mc:naenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola; 
b . Meogikuti perl<embangai, l<cgiatao Akbid PMnkah dan memherikan 

pendapat serta saran kepada Bupatl mengenai setiap masalab yang 
diangpp penting begi pengelolaao Akmd PMnkab; 

c. Melaportcan kepada Bupati tentang kinerja Akbid Pemkab; 
d . Memherikan oasehat ke_peda Pejahat Pengelola dalam melaksanakan 

pengelolaan Akbid Pemkab; 
e. Melakukan evaluasi dan l""Dilaiao k;inerja haik keuaogan maupuo non 

keuangan, aerta memberikan saran clan catatan~tan penting untuk 
diti.odak.Lanjuti oleh Pejabat Peogelola Akbid Pemkab; 

f . Memonitor tiodak lanjut basil evaJuui dan penilaian kinerja. 

(2) Bedraitao dengim kewajihan Dewan Pengawas sebagaimana diroaksud 
pada ayat (1), maka Dewan Pengawaa herhak meodapat remuncrasi. 

Pasal 8 

(1) Satuan Penpwas Internal mempunyai kewajiban melaksanakan 
peng;awasan program kerja dan peta,yanao Akbid Pcmkab yang terdiri dari: 

a. ~gamanan barta kekayaan; 
b . Menciptakan akurasi sistem infonnasi keuaogan; 
c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; 
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemeo dalam penerapan 

prakt.ek hisnis yang sebaL 

(2) Berkaitan dengan kewajihan Sawao Pengawas Jnt:ttoal sebagaimaoa 
teraebut pada ayat (1), maka Satuan Pengawas Internal herhak mendapat 
remu.nmasi 

Pa.sal 9 

(1) Dittkt.ur mempunyai kewajihan sebagai herikut: 
a. Memimpin, mengarahkan, membina meopwasi, meogendalikan dan 

mengevaluasi penyelenggaraao kegiatan Akbid. ~kab; 
h. Menyusun rename stmtegis bisnis Akbid Pemkab; 
C. Menyiapkan RBA; 
d. Menguaulkao caloo pejahat pengelola keuangan dan pejabat teknis 

kepada Bupati melalui Kepala Oioas Keaebatan sesuai deogan 
ketentuan Peraturan Perundang-Uodangan yang berlalcu; 

e. Menetapkan pejabat lainnya sesuaJ kebuwban Akbid Pemkab selain 
pejahat yang telah ditetapkan daJam Peraturan Perundang-Uodangan 
yang herlaku; 
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r. Meny..,..paikao <lan mempertangguogjawabkan kinerja operasional serta 
keuanpn Akbid Aemkab kepada Bupati melalui Kepala Dinas 

Kesebat"o. 

(2) Berkaitan dengan kewajiban Direktur 8e'b&8'1'imana dimaksud pada ayat 
(l), maka Direktur berbak: mendapat remunerasi. 

Pasal 10 

(l) Pembantu Direktur mempunyai kewajiban sebag;,i berikut: 
a. Menyusun perencanaan kegjatao telcnis di bidangnya ; 
b. Melebaoekan kegiatan telcnia eesuai RSA; 
c. Mempe, ta,,gungjawahkan kinerja operasiooal di bidangJ:lya. 

(2) Berl<aitan denpn kewajiban Pembantu Direktur -bagaiman,. d imaksud 
pada ayat (1), maka Pembantu Direktur berbak: mendapat remunerasi. 

Pasal ll 

(1) Kepala Sub Bagian Tata Useha mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
a. Menglroon:linasika penyuaunan RBA; 
b. Menyiaplam DPA Akbid Pemkab; 
c. Melalruken pengelolaan pendapatan dan biaya.; 
cl. Menyelengprekan pengelolaan leas; 
e. Melalrukan pengelolaan utang piutang; 
r. Menyusun kebijakan peogelolaan barang, aaet tetap dan iovestasi; 
g. Menyelengprakan sistem ioformasi manajemeo keuangan; 
b. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuang;u,. 

(2) Berkaiten dengan kewajiban Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai,nana 
tenebut pada ayat (!), maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhak 
mendapat remunerasi. 

Pasal 12 

(1) Kepala Urusan mempw,ye.i kewajiben membantu KepaJa Sub Bagjan Tata 
Usaba dalam melaksanakan kegiatan teknis peoatausahaan sesuai 
hidangnya. 

(2) Berkaitan denpn kewajiban Kepala Urusan ,,,.baw,irnana tersebut pada 
ayat (1), maka KepaJa Urusan berbak mendapat remuncra.si 

Pasal 13 

(1) KepaJa Unit mempunyai kewajiban membanru Direktur melaksanalam 
kegiatao tdmi.s di bidangnya. 

(2) Berl<aitan den8'l'n kewajiban KepaJa Unit aebapimana dimaksud pada 
ayat (l), maka KepaJa Unit berhak mendape.t remunerasi. 



Pasall4 

(1) Penanggung jawab Mata Kuliah mcmpunyai ke..<ajiban 
mengl<oordioasikan pelaksaoallll pembelaja.ran mata kuliah yang menjadi 
taoggungjawabnya. 

(2) Berkaitao denpn lrewajiban Penangguogjawab Mata Kuliah eebapimana 
dirnaksod peda ayat (1), maim Peoanggung jawab Mata Kuliah berhak 
mendapet remuoerasi. 

Pasal 15 

(1) Wall Kelas mempuoyai kewajiban melal<saoakao pcogelolaan kelas dan 
memaotau keberhasilan akademik pada rnabasiswa yang menjadi 
tanggungjawabnya. 

(2) Berkaitan dengao kewajtban Wall Kelas eebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), maka Wall Kelas berhak rnendapat remunerasi. 

Pasal 16 

(1) 0.-.. mempuoyai kewajiban melakaanakan proses belajar mengajar 
kepada mahasiawa sesuai materi yang mcojadi tanggung jawabnya, 
melaksaoakan penelitian, dan peDgllbdian masyarakaL 

(2) Berkaitan dengan lrewajiban doaen rbagaimana teraebut pada ayat (I), 
maka d«-n berbak mendapat remunerasi. 

Pasal 17 

(1) Pembirnbing ujian praktek roempunyai kewajiban melaksanakan 
bimbiog;ao materi ujian praktek kepada mahasiswa. 

(2) Berkaitan dengan kewajiban pembimbing ujian sebagaimana ayal (1), 
maka pembimbing ujian berhak mendapat remunerasi 

Pasal 18 

(l) l'embimbing Karya Tulis llmiah mempunyai kewajiban membimbing 
mabaai_,, daJam melaksanakao peoelitiao dao rnenyusun Ka,ya Tulis 
Umiah. 

(2) BerkailBD deogao kewajibao pembimbing Karya Tulis Dmiah sebagaimana 
ayat (1), maka pembimbing Karya Tulis llmiah bcrhak mendapat 
remunera.ai 

Paaal19 

(11 Pembimbing Pn,sentasi Praktek mempunyai kea'Rjiban membimbing 
mahaaiswa dalam melaksanakan J>re8CDl88i asuhan kcbidanan (askeb) 
praktek: ldinik. 
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(2) Berkaitan deopn kewajibao pembimbing peaeotasi praktek sebagaimaoa 
ayat (1), maka Pembimbing Preaentaai Praktek berhak meodapat 
remunemsi 

Paaa.120 

(1) Penguji ujian praktek mempuoyai kewajJl>an meaguji dan meoilai 
mahaaiswa materi praktek kehidaoao 

(2) Berkaitao deopn kewajibao penguji ujiao praktek sebagaimana ayat (I I, 
maka peoguji ujiao praktek berbak meodapat rem.unerasi 

Pasal21 

Ill Penguji propoaaJ Karya Tulis Ilmiah mempunyai kewajiban menguji dan 
menilai propoeal karya wlis iJmiah yang diajukao mahasiswa. 

(2) 8erkaitan deogan kewajiban penguji propoeal karya tuli8 ilmiah 
aebagaimana ayat (1), make penguji proposal karya tulis ilmiah berhak 
meodapat remuoerasi 

Paaa.122 

Ill ~ji Karya Tulis llmiah adalah mempunyai lcewajiban meaguji dan 
menilai laponm penelitiao mabasiswa yang disusun dalam bcntuk Karya 
Tulisllmiah 

(2) Berkaitan deopn kewajiban peoguji karya tulis ilmiah aebegaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka Penguji Karya Tulis Ilmiah berhak 
mendapat remunerasi. 

Pasal23 

(1) ID8truktur k.ebidanan komunitas mempuoyai kewajiban membimbing 
mahasi- dalam pelaksanaan praktek kebidaoan komunitas. 

12) Berkaitan deog,ui kewajiban lnstruktur Kebidanan Komunitas 
sebagaimaoa ayat (1), maka lnstruktur Kebidaoao Komunitas berbak 
meodapat remunerasL 

PasaJ 24 

Ill ~waa Ujian mempunyai kewajiban meap.wasi pelaksanaan ujian agar 
berjalan IErtl"b dan lancer. 

12) Berkaitan dengan kewajibao peogawas ujiao s,,hagaimana dimaksud pada 
ayat Ill, maka Penpwas Ujiao bemak meodapat remunernsi. 

Pasal25 

(1) Tenaga Kontrak Teknologi lnformasi mempuoyai kewajiban melaksanakan 
Sistem lnformasi Manajemen di Akbid ""1nkab. 
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(21 Bcrkaitan dengan kewajiban Teoaga Kontrak Teknologi lnfonnasi 
rhegaiIDBoa ayat (1), maka tenaga teknologi infonnasi berhak mendapat 
rcmunerasi. 

Pasal26 

(1) Tenaga Kontrak Akuntansi mcmpunyai k~'lljiban melaksanakan 
penyuaunan laporan ai.atem akuotansi keuangim Akbid Pcmkab. 

(2) Bcrkaitan deog;an kewajiban tenaga kontrak akutansi sebagaimana ayat 
(1), maka tenaga kontrak akuntansi bemak meodapat remuncrasi 

Pasal 27 

(1) Tenaga Kontrak Administrasi l mempunyai keY,<ajiban melaksanakan 
peoatausabaan umum dan kepegawaian Akbid Pemkab. 

(2) Tenag;a Kontrak Administrasi U mempunyai kewajiban mclaksaoakan 
peoatausahaan keuangan Akbid Pemkab. 

(3) Tenaga Kontrak Administrasi m mempunyai kewajiban melaksanakan 
penatausahaan akademik rlan kemahasiswaan. 

(4) Bcrkaitan dengiui kewajiban Ten&gll Kontrak Administrasi l , Tenaga 
Kontrak Ad.m.inistrasi U, rlan Tenaga Kontrak Administrasi m scbapimana 
cfimeks,id pada ayat (1), maka Teoaga Kontrak AdministraSi I, Tenaga 
Kontrak Administrasi II, dan Tenaga Kontrak Administrasi m bcrhak 
mendapat rcmunerasi. 

Pasal 28 

(1) Tenaga Kontrak Penjag;l Malam mempunyai kewajiban melaksanakan 
peng11maoan Akbid Pemkab setelah jam ketja. seleaai 

(2) Berlcaitao denpn kewajiben Tenaga Kontrak Pcojaga Malam sebagaimana 
ayat (1), maka Tenag;,. Kontrak Penjaga Malanl berhak mendapat 
remuneraai. 

Pasal29 

(I) Tenaga Kontrak Kebersiban mempunyai ke,l•ajiben melaksanak.au upaya 
peningkatao kebenrihan Ale.bid Pemk.ab. 

(2) Bcrkaitan dengan kewajibatl tenap kontrak kebersihan sebagaimana 
diJDBlauul pada ayat (l), maka Tenaga Kootrak Kebersiban bemak 
mendapat rcmunerasi. 

Pasa130 

(1) Tenap Kontrak Pengemudi mempunyai keY,'8jiban membantu 
pclaksaoaao IJ'aDsportasi kegjatan Akbid Pemkab dan memelihara 
kendaraan operasional Akbid Pemkab. 

(2) Berkaitan denpn kcwajiban Tenaga Kontrak Pengemudi sebagaimana 
dimak.s»<l pad.a ayat (1), mak.a Tenaga Kontrak Pengemudi berhak 
mendapat remuneraai. 
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Pasa131 

(l) Tmap kootra.k Saruan Plenpmanao (Satpom) mempunyai lc.ewajiban 
melauanakan kegialaO pe11gamanan Akbid ~b pada jam kega. 

(2) Berkaitan dengan kewajiban tcnag;a kootrak satpam lll'l)Qpimana 
dirnaka»d pada aya t (1), maka tenaga lrontnuc Satpom berhak mcndapot 
remuoemsi.. 

BABVI 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Paaal32 

(1) flelakwoa pembayarao remuneraai adalab Pejabat Keuangan aeauai 
denpo ~ ~g-Penmdanpn }-&Og i-talcu. 

(2) Waktu pembayarao dilakukan eecara bttkala aeauai dengan ketcotuan 
Peraturan Pmlndang-Perundangan yang berlaku. 

BAB VD 
PENU'n.JP 

Paaal33 

Hal-hal yang bdum cuku:p diatur dalam Peraluran Bupoti ini 9Cll"U1.iang 
meo,enai teknj,. pelakllanaan, diatur lebih lanjut deogan Keputuson Dircktur. 

Pasa134 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada taogga.l diunda.ngkan. 

Apr aetiap 011U1g mengetahuioya, memerintahkan pcngw,dangan 1'1:raruran 
Bupati ini deopo penempatannya daJam Berita Oaerah Kabupaten 
Bojooegnro. 

Ditetapkan di Bojonegom 
pada tanggal 25Januari 2013 

BUPA11 BOJOIIJllGORO, 

ttd. 

B.8tJTOTO 

tmmctangkan di Bojonegoro 

pada ·=·•· 25 Januari 2013 
•DMSC:ri .... DAAAB UIRJPATD' 90MJPBOOPO 

ttL 

ermRIW IIOJII.JOIIO 

BallTA NAAB UBOPA'IU BOJOKCOOMO TABUS 2013 ■OIIOR 9. 

Selinan """"8i dcnga.n aslioya 
....-r.&IDII NAIR UIAJPAD:ill 80-JOlmGORO 

_ _ ,...P!!!!a!!!!!I •~--.. •■ "' 
!'a!! .... t '1ama M'IC!ya 

NIP. 19600131 198603 I 008 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 9 TAHON 2013 
TANOOAL : ~; JA!rt ,·err ~:: 1: 

BE8.&RAJI' REMUNERA8I PADA AKAI>Ellll KEBIDANA!f 
PEIIERllfl'AH KABUPATEII BOJONEOORO 

u-.. 8atuan 
Buarall 

fRnl 

Boaorarlum Dewan Pen••wa• 
Ketua ornlbulan 750.000 

Sckretaris oro/bulan 250.000 

Para an"""Ola tim/bulan 684.000 

Honorarium 8ata&D P.•-wu Internal 
Ketua ore:lbulan 380.000 

Sekretaris ori..1bulan 190.000 

A,nooota tim/bulan 285.000 

Honorarium Pe--elola BLUD 
Direktur oN/bulan 1.900.000 

Pcmbantu Dircktur o- bu.Ian 1.012.000 

Ka.Sub.Ba• Tata Usaha o= bulan 1.012.000 

Ka.Urusan oro bulan 650.000 

Ka.Unit orolbutan 495.000 

Pcnan•-•M Jawab Mata KuliahlPJM"' ort</bulan 95.000 

Wall Kelas onz/bulan 150.000 

lloDonrium To--- Roa. PNS 
Tenaga Kontrak Dosen or•lbulan 1.100.000 

Ten,,.,.a Kontrak Teknolo'" lnformasi o...,/bulan 1.000 .. 000 

Te-... -a Kontrak Akuntansi o1"tJ lhUlan 1.000.000 

Ten,,.,..a Kontrak Administrasi 1 ora /bulru,. 950.000 

Tenaiza Kontrak Administrasi 11 o-/bulan 885.000 

Ten .... a Kontrak Administrasi III orotbulan 700.000 

Ten•= Kontrak PcniaRa Malam oro-1bulan 650.000 

Ten .......... . Kontrak Kebersihan 1 oralbulan 506.000 

Ten"'tta Kontrak Kebersihan U ora/bulan 380.000 

Ten:aaa Kontrak Penllemudi ornlbulan 506.000 

Ten"""a Kontrak Sa_,,._, o~lbulan 625.000 

Honorarium lie.a-•-· 
J>oeenTetaD 
Ool IV S2 ~ 100 iam OrR/bulan 850.000 

Go! IV S2 60-99 lam orotbulan 800.000 

Go! IV S2 20-59 •am oretbuJas, 750.000 

Ool m S2 ~ 100 lam oratbulan 800.000 

Go! m S2 60-99 iam or"tbulan 750.000 

Ool ID S2 20-59 iam orolbulan 700.000 

Ool 111 SI> 100 iam oro/bulan 750.000 

Gol 111 SI 60-99 iam ori,/bulan 700.000 

Ool Ill SI 20-59 •am org, bulan 600.000 

Ool lU D3 20-59 iam oro bulan 550.000 

Ool 11 Sl 60-99 lam or• bulan 600.000 

Go! II D3 20-59 lam oratbulan 500.000 



 

- -IIO - ..... --~-Doecn __,n Pendidikan $2 0 iam 82.500 
Dose,t " """An Pcndidlkan S I 0 m 71.500 
Dose,t Pend.idikan D3 ~n•,jam o• 60.500 

6 --l"mlbimbino Uiian Praktek o •/mhsw 5.000 
f'mlbim,,;- flen ICTI -~n• fkaJi 100.000 
Pcm . K11 0 ''mhsw 500.000 
l"mlblmbi ... Prcscntasi Praktdc 100.000 

7 B I I 
Asisk:n Pll'-rumi i Uiian Phantoom ,.. •'kali 10.000 .. 

KTI ""' mhsw 50.000 
'i Kn -- mhsw 100.000 

Moderator Uiian KTI sidane 50.000 
i Uiian Praktdc 5.000 

• --lnstruktur Kebidanan Komuniu,s m,'kali 175.000 

9 B .............. 
11'1:nwsunan-1 :,oaJ 6.000 
Korcksi mhsw/mt klh 2 .500 

1
._.... .... was uiian .i=kali 75.000 

Kcterangan : 
- Org/bulan : orang per bulan; 
- Org/pnt : orang per pcra.sat; 
- Org/kali : orang per kali; 
- -/mt ldh: maha.siswa per mata lruliah; 
- KTI : Ksiya Tulis llmiah. 

BUPAff IIO.JOmw0RO, 

ltd. 

B...8UtOTO 

Salinan sesuai dengi,n aslinya 
IIIIZRSbJWIDAIIRABXABOP.&TZII BOJOB'BOORO 

.. =<1~ 
D&. luaw>t MOliLJO)roia? 

Pembina Ut.ama Madya 
NIP. 19600131 198603 I 008 


